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TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN
ZONASI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

DAN

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang a bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima sebagai salah
satu sektor informal dari lapangan peke{aan di Kota
Medan perlu mendapat penataan sedemikian rrpa demi
mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam melindungi
segenap bangsa dengan memberikan perlindungan
terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat,
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa;

bahwa Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima yang semakin
pesat dari waktu ke waktu rentan menimbulkan dampak
terganggunya lalu lintas jalan, keindahan dan
kenyamanan, estetika dan kebersihan serta fungsi
prasarErna kawasan perkotaan sehingga perlu dilakukan
penataan Pedagang Kaki Lima;

bahwa Pemerintah Kota medan sebagai pcmangku
kepentingan memiliki kewajiban dalam rangka
memberikan perlindungan terhadap pedagang kaki lima
melalui Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima
di Kota Medan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan dan Wali Kota Medan tentang
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medal tentang
Penetapan 7-onasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota
Medan.
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Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt.
Tahun 1956 tentalg Pembentukan Daerah Otonom Kota-
Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 56, Tambahan Lembaral Negara Republik
IndonesiaNomor 1O92);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2OO3 tentang Ketenagakerjaan (trmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Ke{a (trmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s73);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2OO4 tentang Jalan (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2A l.r;fiang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202O Nomor 245, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2OO7 tentang Penanaman Modal (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,
Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1l Tahun 2O2O tetang Cipta Kerja (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s73);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2O Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
202O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
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8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahur:
20O9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 96,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke{a (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s73);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2O09 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9
Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimala telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O20 Nomor 245, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2OO6 tentang Jalan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis
Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 61, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5211) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2Ol2
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5294);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 249,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6aa2l;
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Memperhatikan

15. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2Ol2 tentang
Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12
Nomor 291);

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota
Medal Tahun 2006^2025 (I.embaran Daerah Kota Medan
Tahun 2O09 Nomor O8);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2O09
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (kmbaran
Daerah Kota Medan Tahun 2OO9 Nomor 23);

18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 09 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan
Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014
Nomor 09);

19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 02 Tahun 2015
tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Z-orrasi
Kota Medan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2015 Nomor 02);

20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2O2l
tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan
(trmbaran Daerah Kota Medal Tahun 2021 Nomor 4);

21. Peraturarr Daerah Kota Medan Nomor 7 Tal;:un 2O2l
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 202l-2026
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2O21 Nomor 7);

22. Perahxan Daerah Kota Medan Nomor I Tahun 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun
2o22-2U42(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022
Nomor 1);

Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
Tanggal 26 September 2022;

Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Kota Medan
tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota
MedanTentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki
Lima Di Kota Medan pada Rapat Paripurna DPRD Kota
Medan, tanggal 25 Oktober 2022.

Pendapat FraksiFraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Medan yang disampaikan pada Rapat
Paripurna Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kota Medan
tanggal 25 Oktober 2022.

1.

2.

3.

MEMUTUSKAN:

PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAIffAT
DAERAH KOTA MEDAN DAN WALIKOTA MEDANTENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
MEDAN TENTANG PENETAPAN ZONASI AKTIVITAS
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN.

MENE"TAPKAN
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KESATU

KEDUA

KETIGA

Menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah Kota
Medan tentang Penetapan Zrr,asi Aktivitas Pedagang Kaki
Lima di Kota Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan,
sebagaimana tercantum dalam lampir€rn yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Bersama ini.

Dalam Implementasi Peraturan Daerah ini, Pelaksanaannya
memperhatikan pendapat Fral<si-Fraksi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan yang seterusnya ditindaklanjuti
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Persetujuan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Medart
Pada tanggal :)S Oktober 2022

PIM PERWAKILAN RAKYATWAI.I KOTA MEDAN

MUHAMMAD BOBBYAFI

Tembusan:
1. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
2. Sekretaris DPRD Kota Medan

S.E
D KE"TUA

H. IHWAN RITONGA, S.E.. M.M
WAKIL KETUA

S.Pd.I
WAKIL KETUA

H.T RUMSYAH .H. M.H
WAKIL KETUA

F KOTA MEDAN
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